CataTan Harga-HARGA

TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR

NEGER! KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAN PEMERINTAH DAERAH
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 121/PMK.08/2016,
tanggal 26 Juli 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

56

bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2} Un-
dang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
. daharaan Negara telah ditetapkan Peraturan
Menteri Kevangan Nomor 207/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/
Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan
Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerin-
tah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.
- 05/2009;
bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 207/PMK.05/2008 beserta perubahan-
nya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam
perkembangannya periu dilakukan penyesualan
dengan kondisi saat ini, khususnya yang terkait
dengan tata cara penarikan penerusan pinjaman
luar negen kepada badan usaha milik negara dan
pemerintah daerah;
bahwa sehubungan dengan penyesualan seb-
agaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menga-
tur kembali ketentuan mengenai tata cara penari-
kan penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan
Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman
Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara
Dan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Neg-
eri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tamba-
han Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
Cara
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.

tentang Tata Pelaksanaan Anggaran

05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman |

Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 619);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.

02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penel- |

aahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Penge-
sahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Benda-
hara Umum Negara (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 1909):;

MEMUTUSKAN:

Business News 8887/22-8-2016




Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
| CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR

NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:
i Yy

Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya dising-
kat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang
yartg diperoleH Pemerintah dari pemberi PLN yang
diikat oleéh suatu perjanjian pinjaman dan tidak
berbentuk surat berharga negara, yang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat PPLN adalah PLN yang diteruspinjam-
kan kepada penerima PPLN yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan ter-
tentu.

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Perjanjian PLN adalah kesepakatan ter-
tulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan
pemberi PLN.

Perjanjian selanjutnya Penerusan disingkat Pinja-

man Luar Perjanjian Negeri yang PPLN adalah ke- -

sepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman
antara Pemerintah dan penerima PPLN.
Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang
selanjutnya disingkat PA-PP adalah pejabat peme-
gang kewenangan penggunaan anggaran PPLN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang di-
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan
Pinjaman yang selanjutnya disingkat DIPA-PP
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dis-
usun oleh KPA-PP.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Men-

teri adalah men teri yang menyelenggarakan uru- |

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

san pemerintahan di bidang keuangan.
Pembantu Pengguna Anggaran Penerusan Pinja-
man yang selanjutnya disingkat PPA-PP adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuan-
gan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertang-
gung jawab atas pengelolaan anggaran PPLN.
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Peneru-
san Pinjaman yang selanjutnya disebut Pemimpin
PPA-PP adalah pejabat eselon i di lingkungan Ke-
menterian Keuangan yang bertanggung jawab
atas penyaluran dana PPLN dan bertindak untuk
menandatangani DIPA-PP.

Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman
yang selanjutnya disingkat KPA-PP adalah pe-
jabat yang memperoleh penugasan dari Menteri
selaku PA-PP untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab penyaluran dana PPLN.
Pejabat Pembuat Komitmen Penerusan Pinjaman
yang selanjutnya disingkat PPK-PP adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA-PP/KPA-PP un-
tuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
penyaluran dana PPLN.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat
PPSPM-PP adalah pejabat yang diberi kewenan-
gan oleh PA-PP/KPA-PP untuk menguji perminta-
an pembayaran PPLN dan menerbitkan perintah
pembayaran PPLN.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kement-
erian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat
APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/lnspektorat atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern
yang bertangguf\g jawab langsung kepada men-
teri/pimpinan lembaga.

Rencana Kerja dan Anggaran Penerusan Pinjaman
yang selanjutnya disingkat RKA-PP adalah doku-
men perencanaan anggaran yang memuat rincian
kebutuhan dana berupa pembiayaan penerusan
pinjaman tahunan yang disusun oleh KPA-PP.
Rencana Dana Pengeluaran Penerusan Pinjaman
yang selanjutnya disingkat RDP-PP adalah do-
kumen perencanaan anggaran bagian anggaran
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W, |
&0

18.

el

| 20.

21.

22.

23.

yang merupakan himpunan RKA-PP,

. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen vang diterbitkan
oleh KPA-PP/PPK-PP, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada Negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis- |

ingkat SPM adalah dokumen vang diterbitkan
oleh PA-PP/KPA-PP atau pejabat lain yang ditun-
juk untuk mencairkan dana vang bersumber dari
DIPA-PP atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran Langsung (direct payment} yang
selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana
yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perben-
daharaan Negara yang ditunjuk atas permintaan
PA-PP/KPA-PP dengan cara mengaj kan aplikasi
penarikan dana {(withdrawal application) kepada
pemberi PLN untuk membayar langsung kepada
rekanan/pihak yang dituju.

Pembiayaan Pendahuluan {pre-financing) yang
selanjutnya disebut I5P adalah cara pembayaran
yang dilakukan oieh pemberi PLN sebagai peng-
gantian dana yang pembiayaan kegiatannya di-
lakukan teriebih dahulu membebani rupiah murni
pada Rekening Bendahara Umum Negara/Reken-
ing Kas Umum Negara atau rekening yang ditun-
juk. sl

Letter of Credit yang selanju tnya disingkat L/C
adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C {issu-
ing bank) yang bertindak atas permintaan pemo-
hon fapplicant) atau atas namanya sendiri un-
tuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang
ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang me-
menuhi persyaratan L/C.

Rekening Khusus vyang selanjutnya disebut Rek-
sus adalah rekening Pémerintah vang dibuka
Menteri pada Bank Indonesia atau bank yang di-

tunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana

PLN dan dapat dipulihkan saldonya {revolving)
setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi
PLN. \

Statement of Performance/Payment Certificate
adalah dokumen yang paling sedikit memuat per-

24,

25.

26.

27.

28.

nyataan pengghna dana bahwa rekanan berhak
dan layak atas pembayaran sejumlah tertentu
atas pembayaran tagihan sejumlah Berita Acara
Pembayaran.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Repubjik indonesia
Yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indanesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah vang selanjutnya disebut
Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyeleng-
gara Pemda.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dis-
ingkat BUMN adalah badan ‘usaha vang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nega-
ra melalui penyertaan secara langsung yang ber-
asal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khu-
sus Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya dising-
kat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jen-
deral Perbendaharaan yang berada di bawah clan
bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan
Kas Negara,
No Objection Letter atau dokumen yang dipers-

amakan yang selanjutnya disingkat NOL adalah
surat persetujuan dari pemberi PLN atas suatu
kontrak pengadaan barang dan jasa dengan atau
tanpa batasan nilai tertentu berdasarkan jenis pe-
kerjaan yang ditetapkan.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2 !
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi

tata cara penarikan PPLN yang dananya bersumber
dari PLN kepada BUMN dan/atau Pemda.

BAB Il

PENGGUNA ANGGARAN/PEMBANTU PENGGUNA

ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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(2}

(3)

‘ Pasal 3
. (1) Menteri selaku PA-PP mempunyai kewenangan

atas pelaksanaan anggaran PPLN.
Menteri selaku PA-PP menunjuk Direktur Jenderal

Perbendaharaan sebagai Pemimpin PPA-PP.

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pe-

mimpin PPA pp menjalankan tugas dan kewenan-

gan atas PA-PP sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) sebagai berikut:

a.

menyusun indikasi kebutuhan dana PPLN un-
tuk tahun anggaran yang direncanakan;
melakukan penilaian atas usulan indikasi ke-
putuhan dana PPLN yang disampaikan oleh
KPA-PP;

menyampaikan usulan _indikasi kebutuhan
dana PPLN kepada Direktur Jenderal Angga-
ran;

menyesuaikan usulan indikasi kebutuhan dana
PPLN berdasarkan pagu indikatif PPLN yang
ditetapkan oleh Menteri;

menyampaikan indikasi kebutuhan dana PPLN
yang telah disesuaikan kepada Direktur Jen-
deral Anggaran;

menyusun rincian pagu anggaran PPLN un=
tuk KPA-PP berdasarkan pagu anggaran PPLN
yang ditetapkan oleh Menteri;

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi
kinerja penyaluran dana PPLN kepada KPA-PP
dalam rangka penyusunan RKA-PP;

meneliti RKA-PP clan dokumen pendukung
yang disampaikan oleh KPA-PP;

menyusun RDP-PP berdasarkan pagu angga-
ran PPLN yang ditetapkan oleh Menteri dan/
atau menyesuaikan RDP-PP berdasarkan alo-
kasi anggaran PPLN;

menyusun laporan pertanggungjawaban pen-
gelolaan bagian anggaran PPLN yang dike-
lolanya sesuai dengan keteniuan peraturan
perundang-undangan mengenai sistem akun-
tansi dan pelaporan keuangan pengelolaan
penerusan pinjaman;
kerangka jangka

menyusun pengeluaran

menengah. dengan memperhatikan Prakiraan

CATATAN HARGA-HARGA

Maju dan Rencana Strategis; dan
dapat mengusulkan penetapan KPA-PP kepa-
da PA-PP.

Pasal 4

(1) Menteri selaku PA-PP menetapkan KPA-PP.
{(2) KPA-PP mempunyai tugas dan wewenang seb-

agai berikut:

a.
b.

menetapkan PPK-PP dan PPSPM-PP;
mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana
PPLN kepada Pemimpin PPA-PP dengan
dllengkapl dokumen pendukung;

menyusun RKA-PP beserta dokumen pendu-
kung yang berasal dari pengguna dana;
menyampaikan RKA-PP beserta dokumen
pendukung kepada APIP K/L untuk direviu;

menyampalkan RKA-PP yang telah direviu |

oleh APIP K/L dan ditandatangani oleh KPA-
PP kepada Pemimpin PPA-PP;

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja
penyaluran dana PPLN kepada Pemimpin PPA-
PP;

menyuéun dan menyampaikan laporan keuan-
gan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pengelolaan penerusan
pinjaman;
menyusun kerangka pengeluaran jangka
menengah dengan memperhatikan Prakiraan
Maju dan Rencana Strategis;

menyusun DIPA-PP;

menetapkan panitia/pejabat  yang terlibat
dalam pelaksanaan penyaluran dana PPLN;

menetapkan rencana penyaluran dana PPLN;

meneliti dokumen tagihan dan dokumen perin- |

tah pembayaran atas be ban bagian anggaran
pengelolaan PPLN;

. memberikan supervisi dan konsultasi pelaksa-

naan penarikan dana PPLN; dan
mengawasi penatausahaan dokumen penari-
kan dana PPLN.

Pasal b
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| agai berikut:
| a.  menyusun rencana pencairan dana;
| b. melakukan proses bisnis melalui aplikasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan men-
genai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan
| anggaran negara, antara lain:
1) menambah atau mengubah data supplier dan
data kontrak: .
| 2) pemeliharaan data supplier dan data kontrak:
dan
3} pengawasan pagu DIPA-PP.
c. melakukan verifikasi dokumen tagihan beserta :
| . lampiran yang dipersyaratkan; .
d. membuat dan menandatangani SPP atau doku- |
men yang dipersamakan:
e. melaporkan pelaksanaan penyéluran dana PPLN

PPK-PP memiliki tugas dan wewenang seb-

kepada KPA-PP: dan
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran PPLN sebagai tindak lanjut
atas Perjanjian PPLN yang dilakukan oleh Pemer-
intah dan penerima PPLN.

Pasal 6 .
PPSPM-PP memiliki tugas dan wewenang se-

-bagai berikut;:

a.

menguji kebenaran SPP atau dokumen yang di-
persamakan beserta dokumen pendukung;
menolak dan mengembalikan SPP atau dokumen
yang dipersamakan, apabila tidak memenuhi per-
syaratan untuk dibayarkan;

membebankan tagihan pada mata anggaran yang
telah disediakan;

menerbitkan SPM atau dokumen yang dipersa-
makan;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh doku-
men SPM atau dokumen yang dipersamakan;
melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran kepada KPA-PP: dan

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan per-
intah pembayaran.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB IV
PENGGUNA DANA PENERUSAN
PINJAMAN LUAR NEGERI
Pasal 7

Pengguna dana PPLN terdiri dari:
a.

Gubernur/Bupati/Walikota, dalam hal penenma
PPLN merupakan Pemda; dan

Direksi, dalam hal penerima PPLN merupakan
BUMN.

BAB V

TANGGUNG JAWAB FORMAL DAN MATERIIL

Pasal 8

KPA-PP bertanggung jawab secara formal atas
penyaluran dana PPLN.

Pengguna dana PPLN bertangguné jawab secara
materiil atas penetapan, perkitungan biaya, dan
penggunaan dana PPLN,

PPK-PP bertanggung jawab atas tugas dan we-
wenang se bagaimana dimaksud dalam Pas ai 5.
PPSPM-PP bertanggung jawab atas tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.

BAB VI
PENGALOKASIAN DANA
Pasal 9

Pengguna dana PPLN mengajukan usulan alokasi

dana PPLN untuk kegiatan baru tahun Vang diren-

canakan kepada KPA-PP seteiah Perjanjian PPLN
ditandatangani oleh Pemerintah dam penerima

PPLN, dilengkapi dengan dokumen:

a. Rencana Pembiayaan Kegiatan sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran hur-
uf A yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini:

b. Rencana Pembiayaan Tahunan sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran hur-
uf B yapg merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

c. Ringkasan Kerangka Acuan Kerja sesuai con-
toh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak ter-
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pisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(2) Dalam hal Perjanjian PPLN belum ditandatangani,

usulan alokasi dana PPLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanya dilengkapi dengan Ring-
kasan Keraﬁgka Acuan Kerja sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} huruf ¢.

(3) Dalam hal Perjanjian PLN dan Perjanjian PPLN be- |

lum ditandatangani, pengguna dana PPLN dapat

mengajukan usulan alokasi dana PPLN dengan

ketentuan kegiatan dimaksud merupakan keg-
iatan yang:

a. seluruh pembiayaannya bersumber dari kredit
ekspor yang dokumen kontraknya tel ah di-
tandatangani dan permohonan pembayaran-
nya siap dilaksanakan pada tahun yang diren-
canakan; atau i

b. dibiayai secara bersama-sama dengan sumber
pendanaan yang lain.

| {4) Pengajuan usulan alokasi dana PPLN sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan do-

kumen: i

a. Ringkasan Kerangka Acuan Kerja sesuai con-
toh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Ringkasan Kontrak, dalam hal pembiayaan
PPLN seluruhnya merupakan pembiayaan
kredit ekspor sesuai contoh sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran huruf D yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; clan

c. Pernyataan/Bukti Pendanaan Proyek, dalam
hal pembiayaan PPLN seluruhnya merupakan
kegiatan yang dibiayai secara bersama den-
gan sumber pendanaan yang lain sesuai con-
toh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf E yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pengguna dana mengajukan usulan alokasi dana

PPLN untuk kegiatan lanjutan tahun yang diren-
canakan kepada KP A-PP.

(2)

Usulan alokasi dana PPLN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

a. Rencana Pembiayaan Kegiatan terbaru sesuai
contoh sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Rencana Pembiayaan Tahunan untuk tahun
yang direncanakan sesuai contoh sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini;

c. Ringkasan Kerangka Acuan Kerja sesuai con-
toh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Beserta Upaya Penyelesaian sesuai contoh se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Usulan alokasi dana PPLN sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan pal-
ing lambat minggu kedua bulan Desember 2 (dua) ta-

hun sebelum tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 12

{1) Berdasarkan usulan alokasi dana PPLN dan doku-

{2)

(3)

men pendukung yang diajukan pengguna dana

d. Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan |
Dan Penarikan PPLN Tahun Anggaran Berjalan1

PPLN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan |

Pasal 10, KPA-PP melakukan penilaian usulan
alokasi se bagai bahan usulan indikasi kebutuhan
dana PPLN. .

Berdasarkan penilaian usulan alokasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), KPA-PP menyampai-
kan usulan indikasi kebutuhan dana PPLN kepada
Pemimpin PPA-PP.

Berdasarkan usulan indikasi kebytuhan dana
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, PPA-
PP melakukan penilaian usulan alokasi sebagai
bahan usulan indikasi kebutuhan dana PPLN.

O S s
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(4) Berdasarkan penilaian usulan alokasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3}, PPA-PP menyampai-
kan usulan indikasi kebutuhan dapa PPLN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran.

Penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana
PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ter-

(5)
masuk dana untuk target penerimaan PPLN.
Pasal 13

Dalam hal hasil kesepakatan pembahasan antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

(1)

yang mengakibatkan perubahan indikasi kebutu-
han dana PPLN, pengguna dana menyampaikan
dokumen penyesuaian alokasi dana kepada KPA-
RRS

(2)

agaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a. usulan alokasi;

b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b;
dan

¢. Rencana Penarikan Bulanan PPLN sesuai con-
toh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf G yang Mmerupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Berdasarkan target penenmaan PPLN sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), KPA-PP

menyusun Rencana Penerimaan Bulanan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) digunakan sebagai bahan penye-

suaian RDP-PP,

(3)

(4)

Pasal 14
Tata cara penganggaran PPLN dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

| mengenai penganggaran,

BAB Vi
TATA CARA PENARIKAN
PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI
Pasal 15
{1} Penarikan dana PPLN dilaksanakan sesuai me-
kanisme APBN,

Caratan Hagoninscn

Dokumen penyesuaian alokasi dana PPLN seb- |

- 3)

(2) Realisasi penarikan jumiah atau bagian dari jum-
lah dana PPLN dilakukan sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam DIPA-PP.

Dalam hal penarikan jumlah atau bagian dari jum-
lah dana PPLN melebihi alokasi anggaran dalam
DIPA-PP, pengguna dana PPLN mengajukan usu-
lan revisi DIPA-PP sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara revisi
anggaran.

(4) Dalam hal terdépat kegiatan dengan sumber dana
PPLN belum terealisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hingga tahun anggaran berjalan,
KPA-PP dapat mengalokasikan dana tersebut
pada DIPA-PP tahun anggaran berikutnva sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan men-
genai penganggaran.

Dalam hal terdapat kegiatan yang sudah closing
date per tanggal 31 Desember dengan value date
Notice of Disbursement melewati tanggal closing

(5)

date tersebut, penyelesaian kegiatan dimaksud
difakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penarikan pinjaman luar neg-
eri.

Pasal 16
Pengguna dana mengajukan permohonan |
penarikan dana PPLN kepada KPA-PP.

Pasal 17
Penarikan PPLN dilakukan melaiui:

| a.. PL;
b. PP;
c. L/C; dan/atau
d. Reksus.

Pasal 18
Dalam hal penarikan PPLN dilakukan dengan
cara PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

. &, pengguna dana melampirkan dokumen antara lain:

a. untuk penarikan tahap pertama, melampirkan do-
kumen:

1) data supplier/kontraktor sesuaj contoh seb- |

agaimana tercantum dalam Lampiran huruf H

e X T
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini;

2) Statement of Performance/Payment Certifi-

cate;

3) Berita Acara Pembayaran;

Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak;

5) invoii:e;

Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak, dalam

ha! transaksi bersangkutan terkena pajak;

Ringkasan Kontrak sesuai contoh sebagaima-

na tercantum dalam Lampiran huruf D yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini; dan

8) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pem-
beri PLN. ‘

untuk penarikan tahap selanjutnya, hanya melam-

pirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 2), angka 3), angka 4), angka 5),

angka 6), dan angka 8) .

c. dalam hal penarikan tahap selanjutnya sebagaima-
na dimaksud pada huruf b mengalami addendum
kontrak, pengguna dana melampirkan Ringkasan
Kontrak yang telah diperbaharui.

Pasal 19
Dalam hat penarikan PPLN dilakukan dengan
| cara PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
b, pengguna dana melampirkan dokumen sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan salinan
bukti pembayaran/bukti transfer.

Pasal 20
(1) Dalam hal penarikan PPLN dilakukan dengan cara

L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

c, pengguna dana melampirkan dokumen:

a. Ringkasan Kontrak sesuai contoh sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran huruf D yang
merupakan bagian tidak tgrpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini;

b. daftar barang yang akan diimpor;

c. daftar rencana penarikan L/C per tahun ang-
garan;

d. NOL sepanjang dipersyaratkan oieh pemberi

PLN; dan .
a. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pem- |
beri PLN.

(2) Dalam hal Perjanjiari PLN telah mencantumkan i

ketentuan mengenai kesediaan pemberi PLN
dalam membiayai kegiatan yang bersangkutan,
maka tidak perlu melampirkan NOL. !

Pasal 21
Dalam hal penarikan PPLN dilakukan . melalui
Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

d, pengguna dana melampirkan dokumen sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22 _ :

{1} Berdasarkan permohonan penarikan dana PPLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPA-PP
melakukan verifikasi terhadap: -

a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
b. ketersediaan dana dalam DIPA-PP; dan
c jahgka waktu penarikan.

{2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi per-

syaratan, KPA-PP mengembalikan permohonan |
penarikan dana PPLN kepada pengguna dana.

(3) Dalam hal permahonan penarikan dana tidak me-

menuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada’

ayat (1) huruf ¢, KPA-PP menolak permchonan

penarikan dana PPLN kepada pengguna dana.

Pasal 23

(1) Dalam hal pérmohonan penarikan dana PPLN se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetujui,

¥PA-PP menyampaikan dokumen kepada KPPN.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Surat Penarikan Dana yang ditampiri dengan |
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a angka 3), angka B), i
angka 6), angka 7) dan angka 8) dalam hal
penarikan dana PPLN dilakukan dengan cara |
PL dan PP untuk tahap pertama; »

b. Surat Penarikan Dana yang ditampiri dengan |
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dokumen pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf a angka 3}, angka 5},

angka 6), dan angka 8) dalam hal penarikan

dana PPLN dilakukan dengan cara PL dan PP
untuk tahap selanjutnya;

C. Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa
Pembebanan yang dilampiri dokumen seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam hal
penarikan dana PPLN dilakukan dengan cara
L/C; atau

d. SPM Reksus yang dilampiri dengan faktur pa-
jak dan surat setoran pajak dalam hal penari-

kan dana PPLN dilakukan dengan cara Reksus

dan transaksi dimaksud terkena pajak.

Pasal 24
Tata cara pencairan dana pada KPPN men-
gacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penarikan pinjaman luar negeri.

BAB Vil
PELAPORAN
Pasal 25
(1) KPA-PP menyusun dan menyampaikan laporan
kinerja dan laporan keuangan.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
~ dengan PPLN: dan
b. laporan realisasi PPLN.

' {3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) disampaikan setiap semester.

(4} Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat |

(3) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah semester berkenaan berakhir.

| (5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuan-

gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan pengelolaan penerusan
pinjaman.

BAB 1X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman
Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan
Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 216/PMK.05/2009, dicabut dan
dinyatakan tidak berlakuy,

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK iINDONESIA,
. ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1088

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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